
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, 
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Notnor 12 Tahun 2008 
tcntang PerubfJl"Uln Kcdua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah 

. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

b. bahwa sehubungan hal tersebut <.hat.as, maka perlu 
rnenetapkan Peraturan Walikula Semarang tentang 
Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propiriai Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat Dan Daerah Istimcwa Jogjakarta; 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal, 
diperlukan standar operasional prosedur 
penyelenggaraan tugas dan Iungsi perangkat daerah; 

Menimbang 

WALlKOTA SEMARANG1 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASlONAL PROSEDUR 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 52 TAHUN 2013 
TENT ANG 

WAI JKOTA SEMARAN(; 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyclenggaraan Penanggulanga.n Bencana (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

10. Pcraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemcrintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoma.n Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1651 Tambahan 
Lcrnbaran Ne~ara Republik Indonesia Nrnnor 4593); 

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 50 Tahun 1992 ten tang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nornor 89); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotarnadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lernbaran Negara Republik lndoncsia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nornor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tab un ?.00() Nomor 112 dan Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia. Nomor !)0:-18); 
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20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan 
Pcnanggulanga n Bencana Daerah Kota Semarang Kota 
Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kota Semarang Norrmr 47); 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja 
Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang [Lernbaran 
Daerah Kot:9- Semarang Tahun 2008 Nomor 17, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kota Semarang 
Nornor 24); 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 
Tahun ~mos tentang Organisasi Dan Tatakerja Lernbaga 
Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kota Semarang (Lernbaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Bernarang Nomur 2:3)~ 

1 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Oinas 
Daerah Kota Semarang (Lem baran Daerah Kota 
Semarang Tahun ?.OOR Nomor 15, Tambahan Lcmbaran 
Daernh Kota Semarang Nomor 22); 

16. Peraturan Daerah Kuta Semarang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Semarang [Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, 'rambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

15. Pcraturan Mentcri Pcndayagunnan Aparatur Negara 
Dan Reformasl Birokrasi Nornor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operaeional Prosedur 
Administrasi Pernerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

1 ~1. Peruturan Menterl Dalam Negcri N(.lmor fi1 Tnhun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten / Kata (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

13. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomur 40 Tahun 2011 
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja. Satuan 
Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 590); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerirrtah Daerah adalah Wa 1ikota dan Perungkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemermtahan Dae rah. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

pc.uydengg11man pemerintahan d~r.rah yung terdlri dari s~krr.t.J.1n.1,;1l. 
Daerah, Sekretari.at r>PR01 Dinus Dae.rah. Lernbaga Tekrris Dacrah, 
Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecarnatan dan Kelurahan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah. 

7. Unit Pelaksana Teknis sclanjutnya disingkat UPT adalah urrsur pelakae na 
teknis operaxional dinas atau budan unt.uk melaksanakan sebagian 
ur-usan dinas atau badan, 

8. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya. 
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

eeeangknion petunjuk terrulis yang dibakukan mengenai prnses 
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. 

10. Format SOP adalah bentuk perruangan SOP berupa tulisan dan diagram 
alur, 

11. Verifikasi SOP adalah proses memeri.ksa kebenaran clan kesesuaian SOP. 
12. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh basil kerja tertentu. 
13. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur prosee, prosedur 

atau duk urnen suatu kegiatan yang rncnggunakan sirnbol-simbol atau 
bentuk-bentuk bidang, untuk rnempermudah memperoleh informasi. 

BABI 

Kl!,i'ENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PRNYUSUNAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor I U Tahun 
201 2 tentang Organisasi Dan 'I'atakerja Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lernbarun 
Daerah Kota Semarang Nomor 76); 
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(7) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g~ 
adalah SOP disusun mampu mernberikan kepastian hukum akan 
prosedur .. kualifikasi pelaksana dan mutu baku. 

(4) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, 
adalah meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaari dapat 
diukur kuanttras serta kualitasnva. 

(5) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam 11.a~al 2 huruf e. udakth 
prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

(6) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I, 
adalah SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan 
sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan, 

(2) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b, adalah SOP yang disusun dapat dengan mudah dirnengerti dan 
diterapkan, 

(3) Prinsip keselarusan scbagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 
adalah SOP yang dibuat selaras dcngan SOP lain yang terkait. 

(1) Prinaip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 
huruf a, adalah prosedur yung distandarkan singkat dan cepat duhrm 
mencapai target pekerjaan dan memcrlukan sumberdaya yang paling 
scdikit, 

Pasal 3 

Prinsip penyusrrnan SOP meliputi: 
a. efisicnsi den efektifitas: 
b. kejelasan dan kemudahan; 
c. keselarasan; 
d. keterukuran; 
e. dinamis; 
f. kepatuhan hukum; dan 
g. kepastian hukum. 

BAH u 
PRINS IP 

14. Hasil akhir adalah produk/output dari euatu pekerjaan yang 
dilaksanakan berupa barang dan jasa. 

15. Penyempumaan SOP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka 
meningkatkan kualitas standar opertusiona 1 prosedur yang tcrdiri duri 
melengkapi, mernbuat, menambahj'mengurangi, menyusun, dan 
mengevaluasi standar operasional proscdur. 

Pasal 2 



(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan/atau 
mengkoordinasikan penyusunan SOP, penyusunan rencana kegiatan dan 
sosialisaai pada masing-rnasing perangkat daerah, 

(1) Persiapan sebagaimana dima.ksu.d dalam pasal 6 ayat (2) huruf a 
dilakukan dengan pembentukan dan pernbekalan tim, menyusun rencana 
tindak dan sosialisasi/ bimbingan teknis, 

Pasal 7 

BABV 
PER8TAPAN 

Pasal 6 
(1) SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-masing perangkat 

daerah. 
(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan melalui 

tahapan penvusunan sebo.go.i berikut: 
a. perniapan; 
b. identifikasi kebutuhan SOP; 

c. analisis kebutuhan SOP; 

d. perrulisan SOP; 
c. pclakaanaan; 
f. sosialisasij' bimbingan teknis; 
g. monitoring dan evaluasi. 

(3) Tahapan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran T Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 

TAHAPAN 

(2) SOP Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah 
standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pckcrjaan yang 
bersifat administratif, 

(1) SOP Teknis sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah 
standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. 

Pasal 5 

Jenis SOP meliputi: 
a. SO l' 'I'cknis 
b. SOP Administratif 

Pasal4 

BAB Ill 
JENIS SOP 
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c. memperhatikan 80P lainnya; dan 

d. dapat dipertanggungjawabkan. 

b. ditulis dengan jelaa, rind dun benar; 

a. mengacu pada peraturan perundang-undangan; 

Paxa] 11 

( 1) Penyusunan SOP dilakukan dengan persyaratan sebagai bcrikut: 

Bagian Kedua 
Syarat dan Kriteria 

SOP disusun bcrdasarkan narna dan kode nomor SOP scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal g ayat (2). 

Pmml 10 

BAB VIII 
PENULISAN SOP 

Bagian Kesatu 
Dasar 

(2) Format nama dan kode nomor SOP sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampi-ran I Peraturan Walikota ini. 

(1) Dokumen inventarisasi judul SOP sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 ayat (3) dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP. 

Pusul 9 

BAB VII 
ANALISIS KEBUTUHAN SOP 

(3) Hasil idcntifikasi kebutuhan SOP dirurnuskun dalarn dokumcn 
Inventarisasi judul SOP. 

Pu$tJl 8 

(1) Identifikasi kebutuhan f;OP ~clJaguimo.na dimaksud dalam PHf)Hl fi 
ayi,jL (2) huruf b dirnmuaknn dengan berpedornan pada tugn~ nan Iungsi 
perangkat daerah, 

(2) ldentifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada rnasing-masing perangkal daerah dan disusun meriurut 
tingkatannys. 

BAB VI 

JDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
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Pasal 15 
Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan 
menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah. 

(1) Rancangan SOP yang dibuat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 ayat ( l ) di verifikasi. 

(2) Verifikaai sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ntaean 
secara berjenjang dan pejabat yang menangani SOP. 

(3) Rancangan SOP hasil verifi.kasi se bagalmana dimaksud pad a ayal, ( 1) 
dilakukan ujicoba. 

(4) Ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan ~~e,:ar.a rnandiri 
oleh SKPD yang bersarigkutan dcngan diaaksikan oleh atasan sccara 
berjenjang. 

BAB IX 
VERIFIKASI DAN UJI COBA 

Pasal 14 

(1) Pelaksnna pekerjaan pada masing-masing perangkat daerah melakukan 
penyusunan SOP dan ditetapkan <.lt·:ngao Kcputusan Walikota. 

(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikoordinasikan 
oleh Sekretaris dan/ atau Pejabat yang membidangi ketatausahaan. 

(::\) Penyusunan SOP lintas perangkat daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 13 

Bagian Keernpat 

Penyusun 

(1) SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur, 
(2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan W alikota ini, 

Paaal 12 

Bcntuk dan Format 

Bagian Ketiga 

c. kegiatannya melibatkan sekurang-kurangnya 2 [dua] orang/ pihak. 

b, menghasilkon output. tcrtcntu; dan 

(2) Kegiatan yang memerlukan SOP memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. kegiatannya dilaksanakan secara ru tin atau berulang-ulang; 
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Pasal 19 
(1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan evaluasi 

pelaksanaan SOP. 
(2) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan 

penyempurnaan SOP_ 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setiap akhir 
tahun. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan 
secara berjenjang dan koordinator sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (2) serta berkoordinasi dengan Bagi.an Organisasi 
Sekrerariat Daerah. 

Bagian K~dLLi.1. 
Evaluaai 

Pasal 18 
Monitoring sebagaimana dimaksud dalam paaal fi ayat (2) huruf g dilakukan 
dengan cara observasi, interview dengan pelaksana dan diskusi kelompok 
kerja. 

BAB xu 
MONITORING DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Monitoring 

(2) SOP harus diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya 
di dalnm organisasi. 

(1) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus terlebih 
dahulu disosialisasikan/ bimbingan teknis dan didistribusikan kepada 
perangkat daerah. 

Pasul 17 

BAB XI 

SOSIALISASI/ OIMBINCAN TEKNIS 

Syarat pelaksanaan SOP meliputi: 
a. telah melalui proses penetapan: 
h. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 
c. sumberdaya manusia yang rnemiliki kualifileasi: 

d, disoaialisasikan dan didistribusikan SOP kepada petaksana; dun 
e. mudah diakses dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

P~s~l io 

BABX 

PELAKSANAAN 
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Diundangkan di Semarang · 
pada tanggal 31 De s emb e r 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG 

~ 
ADI TRI HANANTO 

RERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR .52 

HENDRAR PRTHAOT 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Wa.likota ini dcngan menernpatkannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Pasal22 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XV 
KP-'fENTUAN PENUTOP 

BAR XIV 

PELAPONAN 
Paaal 21 

(1) Hauil pclaksanaan SOP pada SKPD diluporkan kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Hasil pelaksanaan SOP pada Pemerintah Daerah dilaporkan kepada 
Gubernur. 

Pasal 20 

(1) SOP yang rliberlakukan perlu dikaji minimal 2 (dua) tahun. 

(2) Pengkajian ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
tim y;;inJl. terdiri dari rmaur pimpinan dun pelaksana yang mcnangani 
SOP. 

(~) SOP yang telah dtsempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

BAH XIII 

PENGKAJIAN l)LANG DAN P~NYt;MPURNMN SOP 

-10- 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal .1 l Desember 2013 

W AL.v----.....~ 



1. Peraiapan 
a. Mcmbcntuk Tim dan kelengkapannya 

1) Tim terdiri duri t-~~l<1H':H1g-kurangnya; · 
1) Ketua: Kepala SKPD 

2) Sek.retaris: Sekretaris / Pejabat yang menangani kesekretariatan 
yang ditunjuk oleh Kepala SKPD. 

3) Anggota: Pejabat str'uktural di lingkup .SKPD dan UPT. 
4) Tim Tekrris 

Tim tcknis dibentuk untuk menyusun rancangan SOP. 
2) T1~gas Tim antara lain: 

a) rnelakukan identifikasi kebutuhan SOP; 
b] mengumpulkan data dan informasi; 

· c] m~lukukan analiais prosedur: 
d) mengkoordinaeikan pcnymmnan SOP; 
e] rnelakukan sosialisasi / bimbingan teknis SOP; 
f) melakukan monitoring dan evahrasi pelaksanaan SOP; 
g) melakukan fasilitasi pengkajian ulang clan penyernpurnaan 

penyernpurnaan SOP; dan 
h) rnelnporknn huuil-husll pengc1nban~an SOP. 

3) Kewenangan Tim antara lain: 
a) memperoleh informasi dari unit kerja atau sumber lain; 
b) rnelakukan analisis dan menyeleksi berbagai alternatif 

prmn;Jur· yang akzm dieto.ndarkan; 
c] menyusun SOP; dan 
d) mendistribusikan hasil analisis kepada anggota Tim. 

b. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim. 
c. Seluruh anggota Tim harus rnemperoleh pembekalan yang cukup 

tentang penyusunan SOP agar Tim dapat bekerja dengan baik dan 
menghasilkan output yang diharapkan. 

d. Tim menginformasikan kepada seluruh SKPU tentang kegiatan 
pcnyusunan SOP. 

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR S2 TAHUN 2013 
TENT ANO 
PEDOMAN PENYUSUNAN S'T'ANDAR 
OPERASTONAL Pl-lOSEOUR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SEMARANG 



.. 
·.· JUDULSOP 

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASlONAL PROSEDUR 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan 80P maka akan menghasilkan 
narna dan kode nomor SOP. Untuk membantu menyusun nama dan 
kode nomor SOP dapat digunakan tabel sebagaimana format berikut 
ini. 

3. Analisis kebutuhan SOP 
Hal-hal yang perlu diperhatikan: 
a. prosedur kerja harus sederhana; 
b. pengkajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi 

pekerjaan; 
c. prosedur yang flcksibel; 
d. pembagian rugas yang tepat; 
e. pengawasan secara terus-menerus dilakukan; 
f. penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik-baiknya; 

clan 
g. tia.p pekerjaan yang diselesaikan harus dengan memperhatikan 

t11j11J:in. 

Hasil kegiatan Kegiatan/ Judul SOP No 

Produk/barang 
atau kegiatan 

Tupoksi 

2. Identifikasi kebutuhan SOP 
a. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi 

kebutuhan SOP: 
1) prosedur kerja berpedoman pada tugas dan furigxinya; 
2) aktlfltas ynng dikcrjakan secara rutin dan/ atau berulang-ulang; 
3) prosedur kerja yang akan tli SOfJ knn mempunyai tahapan kerju 

yang jelas; don 
4) mernpunyai output yang jelas. 

b. Identifikasi kebutuhan SOP dilak.ukan dengan mempertimbangkan: 
1) kondisi internal organisasi [lingkungan operasional]; 
2) peraturan perundang-undangan; 
3) kebutuhan organiaasi dan stakeholdernya: dan 
4) kejelasan proses idcntifikasi kebutuhan. 

c. Hasil identifikasi kebutuhan SOP disusun menjadi daftar 
inventarisasi judul SOP, sebagaimana format berikut ini, 
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IDENTIFIKASJ STANDAR OPERASIONAL PROSROUR 
DJ LINOKUNOAN SKPD ........•. 

Unit kerja: eselon terendah --r----.....,._.., _ 



PEMEM!NTAH KOTA SRMARANC 

7. Monitoring dan evaluasi 
a. monitoring 

pr uses ini diarahkan untuk mcm bandingkun dan mernastikan 
kinerja pelaksana sesuai dengan maksud clan tujuan yang tercantum 

dalam SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin 
timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil 
pelaksanaan. 

b. evaluasi 
merupakan scbuah analiaia yang sistemane terhadap .serangkaian 
proses pclaksanaan dan aktifitas yang telah dibakukan dalam 
bentuk SOP dari sebuah urgarnsasi dalarn rangka menentukan 
efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi. 

6. Sosialisasi/bimbingan teknis 
Proses sosialieasi /bimbingan teknis adalah langkah penting yang harus 
dilaksunukan dalam upaya penerapan SOP derigrm cnra: 
a. pcnyebarluasan informasi darr/utau pemberitahuan; 
b. pcndistribusian SOP; dan 
c. penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

5. Pelaksa naan 
a. Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan 

perencanaan pelaksanaan yang meliputi: 
1) penctapan jadwal soeialisasi: 
2) pcnetapan pejabat yang akan rnelukukan scsialieasi; dan 
3) penyiapan SOP yang akan disosialisasikan. 

b. Beberapa hal yang harus diketahui Tim penyusun SOP: 
1) jumlah SOP yang akan diterapkan; 
2) siapa yang menjadi target pelaksanaan: 
3) informasi apa yang akan disarnpaikan kepada target.; don 
4) cara memantau pelaksanaan. 

4. Penulisan SOP. 
Penulisan SOP dilakukan sccara cermat dengan mernpertimbangkan 
berbagai unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dcngan kriteria 
mengacu kepada format SOP dengan mcmperhatikcn aspek tingk.at 
kcte::liliw11 k4!-jelasan dar1 kcteputun s~h1ngg.,i ,fap!t!L 1m.:.u!(hu~llkuri 
sebuah SOP yiiug bisa dlpertanggungjawabkan dengnn b3.lk. 
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, ..• ,, .. , .. ,,. • -H·•·~ .. .. .. ,, ·- Nomor Standar -~ Operasional 
Logo 

... , ........ ,,,,,,.,,. .. , ... 
SATUAN KER.JA Prosedur Pcmerintah -·,.~~······· ··--·. 

Daerah PERANGKAT DAERAH Tanggal Pcmbuatan •• +. + ................... 

~····-~ .. -·- 

Tanggal Revisi ......................... 

Tanggal Pengesahan ........... ,, ............ 
··-·· _.......,__, ....... ~ 

Disahkan Oleh ... " .................. 
-~ 

Nama Standar 
Operasional ...................... 
Prosedur .. ·- ... 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
_,,,~ ·-. ~ ., ' ······- 

1. .................. 
2. ················· ..... . -•, -·- ~' , .... 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 
-··' .. ,. .... - 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . L ....................... + + • 

2 . ....... ---------········· ...... ....... ~ ~ ... ,. .... , . .... ee-,--- 

Peringatan Pen cata tan dan Pendutaan 
·-··· ····- ·-- ....... 

1. ........................... 
2. • .................. ,I, •• " .... .. ...... . . , ......... ~ ..... _,. .. 

2. Informasi Prosedur yang akan distandarkan 

......... Alamat kantor SKPD . 

• Operasional 
Prosedur dari 
Iden tifikasi 
kebutuhan 

Judul Standar - 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

------&.-___.~ Identitas lnstansi PEMERINTAH KO'T'A S~MARANG 
SKPD 

1. Halaman Judul 

FORMAT STANDAR OPERASIONJ\L PROSEDUR 

LAMPIRAN II 
PERATURAN WALIKOTA SEMAR.ANG 
NOMOR 52 TAHON 2013 
TENT ANO 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SEMAl~ANG 



~--- .. --~'--~· ... ·---~~--- 

Pencatatan dan 
pendataan 

(12) 
t,-.---1-------------t---~·····-------------- Diisi dengan penjelasan mengenai 

berbagai hal yang pertu didata, dicatat 
atau diparaf oleh setiap pegawai yang 
berperan dalam pelaksanaan prosedur 
yang telah distandarkan 

- Penjelasan mengenai kemungkinan 
kemungkinan resiko yang akan timbul 
ketika prosedur dilaksanakan atau 
tidak dilaksanakan. 
Peringatan mem berikan indikasi 
berbagai permasalahan yang mungkin 
mwnctal dan bcrada dilunr ken.dali 
pelaksana ketika prosedur 
dilaksanakan dan berbagai dampak 
yang mungkin ditimbulkan. 
Dalam hal 1n1, dijelaskan pula 
bagaimana cara mengatasinya, 

Diisi dcngan: Peringatan (11) 
1--~--1------------t---------··-,,. "~----- 

(10) Peralatan/perlengkapan Diiai dengan penjclasan mengenai daftar 
pcralatan dan perlengkapan yang 
dibutuhkan 

h.----1------------+---______,_,.. ,,., .. __ ~---------i 

Keterkaitan 

Kualifikasi pelaksana 

(9) 

(8) 

(7) Diisi dengan peraturan perundang- 
undangan yang rncnjadi dasar 
disusunnya Standar Operasional 
Prosedur 1-----4-----------+----------··--------.j 
Diisi dengan penjelasan mengenai 
kualifikasi pegawai yang dibutu hkan 
dalam melaksanakan perannya pada 
prosedur yang distandarkan ~---+-~~--~-~~~~- 
Diisi dengan penjelasan mengenai 
keterkaitan prosedur yang distandarkan 
dengan proscdur lain yang distandarkan 

' ..... -----1,-...--- ,, ..... ~--------+~-----··-· - ~----~,,-·, .. _ .. _ 
Dasar hukum 

Diisi dengan nama prosedur yang akan 
distandarkan 

Nama Standar 
Operasionai Prosedtrr 

.... ·----~--..-1 
Diisi dengan jabatan yang berkompeten 
yang mengesahkan 

(6) 

(4) 
.___ , ...... -------+---------- 

(5) Disahkan oleh 

...... , ,,. --~·-+------ "·•·"''·''' _ 
Diisi dengrui 'tanggal rnulai bedaku Tanggal pengesahan 

Tanggal revisi 
1----····· 

.. ···-·----,---------------- .... -· __ .,._ ·--~~,---- 
( l) Nomor Standar Diisi dengan nomor Standar Operasional 

Operastonal .f:-'To~~n11r Pro~cdu.r, ytl.itu (No Kr)mpom~11, Unit 
K1.:1:it'\~ 'RHginn, No 8tandar Opcraaional 
Prosedur) ·-··-··------ ..... (-2-)---+-T-an~gg~ct~l~P-r:-. n-1 b_u_a_tan -t--D-i-is-i--d...&..c-ngan tangga! pcnge.sahan 
Standar Operasional Prosedur 

Diisi dengan tanggRl Standar 
Operasional Prosedur di revisi 

- 2 ~ 

Keterangan: 



3. Simbol ~ Simbol 
Penyusunan standar operasional prosedur rnengarah pada terbentuknya 
diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan 
masing-masing perangkat daerah, 

(3) Mutu Baku 

(1) 

'--------------~··.c~--,,r·-··----'-----------~--------~ 

.------.--··- .. .,,_. •• -~----L~_._._...----------------~~~ 
Uraian Prosedur Diisi dengan proses sejak dari kegiatan 

mulai dilakukan sampai dengan kegiatan 
se1esai dan keluaran dihasilkan untuk setiap 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan 
ma.~ing~ruasing unit orgamsas1 yang 
bcrsangkutan. 

-··.......-+~---~--------------- 
(2) Pclaksana Diiai dengan pelaksana kegiatan yang 

bersangkutan, mulai dari jabatan tertinggi 
sarnpai dengan jabatan terendah (fungsional 
tarmarnj' smf). 

·---··---·-·"···-------------+----·~~---~~----------, Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan 
yang diperlukan, waktu yang dlperlukan 
untuk mcnyclcsaikan kegiatan dan output 
pada setiap aktivitas yang dilakukan. 

Keterangan: 

~--+------+-----+------+-------if--···------·---····'"·· ..... 
-· ------· ----1-----~------1 

2 R 7 6 5 4 1 ... _ ____,1----------+-----+------+----i--······ ........ ~- 
! ~--1--------+------t--·-- " . 
2 

Output Wektu Pd:-i_k 
sana 1 

Pcr&ya1·a.t 
an/ K.ele,ng 

kanan 

Pclak- 
sa.n.a. ... 

Pc]ak 
sena 2 

Uraian Prosedur 

3 

Ket 

Mutu Baku Pelaksana 

No 

2. Uraian Prosedur 

(13) Uraian prosedur Langkah kegia.tan $ecara rind da.n 
sistematis dari prosedur yang 
distandarkan 

(14) Pelaksana Diisi dengan jabatan yang melakukan 
~11Rt11 prn~f':s/ A ktivitA~ 

( 15) Kelcngkapan Diisi dengan pcnjelasan mcngenai daftar 
peralatan dan perlenRkupan yanR 
dibuttrhkan 

(1 fi) Waktu Diisi dengan lama waktu yang 
dibutuhkan dalam mclakukan suatu 
proses I kegiatan 

(17) Output Diisi dengan hasil/ keluaran dari suatu 
proses/ kegiatan 

---'~----- 

(18) Pengesahan Diisi dengan Nama dan tandatangan 
Kcpala SKPD 

r·--~-ff ... __ .......... · ....... . .. . ..._ .. , ..... , ................. , ................ ,. ......................... _,_. .. ,. _ __,_. .......... _,_..__ 

g 
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HENDRAR PRIHADT 

1..---------=-----·~~··~------'-----=~~-------=····=---~···· .•·m-•··~ 

Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan arah proses 
pelaksanaan kegiatan, 

. , ... , __ ,. ...... 

Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan perpindahan aktivitas 
dalam halarnan yang berbeda . 

Konektor 

Konektor 

0 
i---------+----- 

11--------~ ; 

·---~----'~----------~~~-" 1----....-----··•-u·---~,u~--------------+-··· .,. ,· • , 

Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan perpindahan rt krivitaa 
dalam satu halaman. 

Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan semua jenis 
penyimpanan dalam bentuk data/file. 

Simbol lni digunakan untuk 
menggambarkan penggandaan dari 
semua jenis dokumcn. 

Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan semua jenis dokumen 
se bagai bukti. pelaksanaan kegiatan. 

Simbol ini digunakan untµk 
menggarnbarkan keputusan yar1g hHt'U:-; 
dibuat da lam proses pelaksanaan 
kegiatan. 

·-·---~--------------~---J 

Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan proses pelaksanaan 
kegiatan. 

Simbol ini digunakan untuk 
rnenggarnbarkan awal/mulai dan akhir 
suatu bagan alir, 

·t·'· -·'11 ··-'·-~---··-----~___L~~~i......,__,~~~~~~-- 
DEFINISI 

File 

Penggandaan 
Dokumen 

Dokumen 

Pengambilan 
Keputusan 

Arsip Manual Simbol ini digunakan untuk 
menggambarkan semua jenis 
pP.ngarsipHTt rlokumen dalam bentuk 
kertas/ manual. 

co 
0 

i--------~"""" •• 

• •----f-,----..------+-----·•··•c,--~~~---------....-.i 

1------~~ .......... -------+------......,.__~ . ., .. ,.,..'f""_.., .. ,..,w,o•••· •. .._.. ___j 

0 
1---------+---~-~---+------------------- -•,· 

[ ... -~] 
_,...- 

!--------- -- ------------4--'---------_.c......~---~---1 

D 

--~+-----------+-----------------·-----, 

STMHOL· SEBUTAN 
_,..,, ...... 

[ J 
Terminator 

i,...,.....,.,..- ..... ,.,,., -··· 

I I 
Proses 

Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan sirnbol 
sc bagai bcrikut: 
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